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I. UMUM 

Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baik itu dari 

segi pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, 

dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk di dalamnya pengelolaan 

sumber daya alam yang berkesinambungan harus mengedepankan 

profesionalisme, keterbukaan, tanggung jawab, dan berkeadilan. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, terutama dalam kaitannya dengan proses 

keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP, perlu disusun suatu 

Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian 

Keberatan, Keringanan dan Pengembalian PNBP yang dapat memberikan 

pengaturan yang komprehensif untuk mempermudah dalam tahapan 

implemetasi bagi pihak-pihak terkait dalam menjalankan tugas, fungsi, 

dan kewajibannya. 

Keberatan PNBP terhadap Surat Ketetapan PNBP bertujuan untuk 

memberikan kepastian hukum bagi Wajib Bayar untuk menyampaikan 

perbedaan penafsiran atau pemahaman dalam menilai suatu fakta 

maupun perhitungan dan ketidaksepakatan dalam proses pembuktian 

perhitungan PNBP. Keringanan PNBP bertujuan untuk memberikan 

fasilitas bagi Wajib Bayar dalam memenuhi kewajiban PNBP yang 

disebabkan adanya hambatan berupa keadaan di luar kemampuan Wajib 

Bayar atau kondisi kahar, kesulitan likuiditas, dan/atau kebijakan 
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Pemerintah, sehingga dapat memudahkan dunia usaha dan masyarakat 

untuk memenuhi kewajiban PNBP. Sedangkan pengembalian PNBP 

bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap hak Wajib Bayar atas 

kelebihan pembayaran PNBP atau keterlanjuran dalam melakukan 

pembayaran yang seharusnya bukan sebagai PNBP. Pengaturan atas 

keberatan, keringanan dan pengembalian PNBP merupakan upaya Negara 

untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat atas 

pengelolaan layanan Pemerintah.  

Peraturan Pemerintah ini merupakan pedoman bagi Menteri 

Keuangan selaku pengelola fiskal, kementerian/lembaga sebagai Instansi 

Pengelola PNBP, dan Mitra Instansi Pengelola PNBP dalam memproses 

penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP. Peraturan 

Pemerintah ini juga merupakan pedoman bagi Wajib Bayar dalam 

memproses pengajuan keberatan, keringanan, atau pengembalian PNBP, 

yang merupakan salah satu hak Wajib Bayar setelah melakukan 

pemenuhan kewajibannya kepada Negara.  

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung yang lengkap” 

adalah pemenuhan dokumen awal sebagai kelengkapan 

administrasi dalam rangka penentuan proses lebih lanjut atas 

suatu pengajuan keberatan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah keadaan yang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-

undangan di bidang penanggulangan bencana. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “keadaan lain berdasarkan 

pertimbangan instansi pengelola PNBP” antara lain lokasi 

Wajib Bayar berada di remote area, tidak ada fasilitas 

internet, dan/atau adanya proses akuisisi Wajib Bayar oleh 

Perusahaan lain sehingga Wajib Bayar terkendala 

mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen 

pendukung. 

Pertimbangan Instansi Pengelola PNBP diberikan 

berdasarkan penilaian objektif atas surat pernyataan dari 

Wajib Bayar atau bukti lain sehingga Instansi Pengelola 

PNBP dapat menyatakan bahwa suatu keadaan benar-benar 

di luar kemampuan Wajib Bayar dan menyebabkan Wajib 

Bayar tidak dapat memenuhi batas waktu sesuai dengan 

ketentuan. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas.  

 

Pasal 6 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “pihak yang terkait” antara lain 

dapat berupa instansi pemerintah atau swasta. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas.  

 

Pasal 8 

Cukup jelas.  

 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas.  

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-

undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di 

bidang disiplin untuk Aparatur Sipil Negara dan di bidang 

administrasi pemerintahan. 

 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “penetapan atas keberatan bersifat final” 

merupakan keputusan administratif yang terakhir dari Pejabat 

Tata Usaha Negara.  

Ayat (2) 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam penyelesaian 

gugatan atas penetapan keberatan PNBP bertugas dan 
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berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 11 

Cukup jelas.  

 

Pasal 12 

Cukup jelas.  

 

Pasal 13 

Cukup jelas.  

 

Pasal 14 

Cukup jelas.  

 

Pasal 15 

Cukup jelas.  

   

Pasal 16 

Cukup jelas.  

 

Pasal 17 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “di luar kemampuan Wajib Bayar 

atau kondisi kahar” adalah kondisi yang dialami Wajib 

Bayar pada rentang waktu kewajiban melakukan 

pembayaran PNBP Terutang. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Contoh kebijakan pemerintah antara lain kebijakan 

pemerintah berupa penugasan kepada badan usaha untuk 

melakukan pendistribusian bahan bakar minyak di daerah 

terpencil, kebijakan pemerintah untuk menggalakkan 


